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B. Pupuk Bermutu dan-Ramah Lingkungan

No. ( Nama Pupuk Bermutu dan Ramah Lingkungan
1. | Pupuk anorganik
| 2. | Pupuk organik

C. Zat Pengatur Tumbuh Bermutu dan Ramah Lingkungan
Nama Zat Pengatur Tumbuh Bermutu dan Ramah Lingkungan Zat pengatur tumbuh yang bahan aktifnya
tidak ada atau belum diproduksi di Indonesia

D. Bahan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang Ramah Lingkungan
Nama Bahan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang Ramah Lingkungan
Bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bahan aktifnya tidak ada atau belum diproduksi
di Indonesia

E. Alat dan Mesin yang Menunjang Pengembangan Hortikultura

No. Nama Alat dan Mesin yang Menunjang Pengembangan Hortikultura
1 Traktor Roda 4

2, Cultivator )

8 | Excavator

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMRAN SULAIMAN

(BN )

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN
PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat R.1
Nomor 29/PRT/M/2016, tanggal 26 Agustus 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan
fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat perlu melakukan kerja sama

dengan kementerian/lembaga pemerintah nonke-
menterian, pemerintah daerah, perguruan tinggi/
lembaga pendidikan dan pelatihan, dan pihak ter-
kait, dituangkan dalam bentuk kesepakatan ber-
sama atau perjanjian kerja sama;

bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan
kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, perlu didukung dengan teknik dan prose-
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__PENGUMUMAN/P

dur penyusunan kesepakatan bersama atau per-
janjian kerja sama yang pasti, baku, dan mudah
dipahami;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Keria Sama

-di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat;

Mengingat :

1.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Ten-
tang Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 16});

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Or-
ganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Or-
ganisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN
PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PE-
KERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:

1.

Pembentukan Kesepakatan Bersama atau Perjan-
jian Kerja sama adalah pembuatan kesepakatan
bersama atau perjanjian kerja sama yang mencak-
up tahapan penyusunan, pembahasan, persetu-
juan konsep, dan penandatanganan.
Kesepakatan Bersama adalah penyelarasan suatu
keinginan atau harapan yang timbul untuk melak-
sanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu
dalam bentuk kesepakatan diantara para pihak
tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak.

(1)

(2)

Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum
para pihak yang merupakan tindak lanjut kes-
epakatan bersama atau tanpa kesepakatan ber-
sama, yahg memuat uraian isi kesepakatan dan
didalamnya mengatur hak dan kewajiban serta
akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang di-
lakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan
pembentukan atau menjadi penanggung jawab
materi teknis Kesepakatan Bersama atau Perjan-
jian Kerja Sama pada unit organisasi di Kement-
erian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pihak Terkait adalah organisasi kemasyarakatan,
Badan Usaha, dan/atau pemangku kepentingan
lainnya yang mempunyai kepentingan bersa-
ma atas urusan pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat.
Kementerian adalah Kementerian
Umurn dan Perumahan Rakyat.
Mitra Kerja Sama adalah kementerian/lembaga
pemerintahan nonkementerian, perguruan tinggi/
lembaga pendidikan dan pelatihan, pemerintah
daerah, dan pihak terkait yang menjadi mitra
dalam melakukan Kerja Sama dengan Kement-

Pekerjaan

erian.
Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Fe-
rumahan Rakyat.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedo-
man bagi unit organisasi dan unit kerja di Kemen-
terian dalam melakukan pembentukan Kesepaka-
tan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama.
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujud-
kan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja
sama yang memberikan kepastian dalam pelaksa-
naan tugas dan fungsi Kementerian.

Pasal 3
Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri

ini meliputi:

a.

Kerangka, dan Materi Muatan Kesepakatan Ber-
sama dan Perjanjian Kerja Sama;

Subjek dan Kewenangan Penandatanganan Kese-
pakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; dan
Tata Cara Pembentukan Kesepakatan Bersama
dan Perjanjian Kerja Sama.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

SUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

BAEB Il
KERANGKA, DAN MATERI MUATAN -
KESEPAKATAN BERSAMA DAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Kerangka Kesepakatan Bersama dan
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 4
Kerangka Kesepakatan Bersama paling sedikit
terdiri atas:
a. Pembukaan;
b. Materi Kesepakatan Bersama; dan
c. Penutup.
Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
paling sedikit terdiri atas:
Judul;
Waktu dan tempat kesepakatan;
Identitas Para Pihak;
Dasar Pembuatan;
Maksud dan Tujuan; dan
Ruang Lingkup.
Materi Kesepakatan bersama sebagaimana di-
maksud pada ayat {1} paling sedikit terdiri atas:
a. Pernyataan kesepakatan para pihak; dan
b. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama;

o o0 oD

Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1.

paling sedikit terdiri atas:

a. Pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang be-
lum diatur dalam keéepakatan bersama;
Masa berlaku kesepakatan bersama;

¢. Pernyataan banyaknya dokumen rangkap kes-
epakatan bersama; dan

d. Penandatanganan.

Pasal 5
Sistematika Perjanjian Kerja sama paling sedikit
terdiri atas:
a. Pembukaan;
b. Materi Perjanjian Kerja sama; dan
c. Penutup,
Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit terdiri atas:
a. Judul;
b. Waktu dan tempat kesepakatan;
¢. ldentitas Para Pihak; dan
d. Dasar Pembuatan; .
Materi Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas sub-

{4)

(5)

(6)

stansi!

Pernyataan kesepakatan para pihak;

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;

Pengertian;

Maksud dan Tujuan;

Ruang Lingkup;

Hak dan Kewajiban;

Pembiayaan;

Jangka waktu;

Keadaan Kahar;

i- Penyelesaian Perselisihan;

k. Perubahan perjanjian;

. Berakhirnya perjanjian; dan

m. pemutusan perjanjian.

Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit terdiri atas:

a. Pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang be-
lum diatur dalam kesepakatan bersama;

Jo e o o0 o o

_-—

‘b. Masa berlaku kesepakatan bersama;

Pernyataan banyaknya dokumen rangkap kes-
epakatan bersama; dan
d. Penandatanganan;
Perjanjian Kerja sama yang materinya banyak dan
kompleks, dapat dibuat menjadi dua bagian, vaitu
batang tubuh dan lampiran.
Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dinyatakan dalam batang tubuh bhahwa lampiran
dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisah-
kan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
Format dan Sistematika Kesepakatan Bersa-

ma dan/atau Perjanjian Kerja Sama tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan .
dari Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

Bagian Kedua
Materi Muatan Kesepakatan Bersama atau
Perjanjian Kerja Sama
Pasal 7
Materi muatan Kesepakatan Bersama atau Perjan-
jian Kerja Sama berisi kesepakatan para pihak un-
tuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pe-
kerjaan umum dan perumahah rakyat.
Materi muatan Kesepakatan Bersama atau Perjan-
jian Kerja Sama tidak termasuk Kerja Sama yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan ten-
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~ PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

(2) Perjanjian Kerja Sama Unit Organisasi/Unit Kerja
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

tang pengadaan barang dan/atau jasa serta per-
aturan perundang-undangan tentang Kerja Sama

pemerintah dan badan usaha.

JDIH Kementerian PUPR
BAB IlI
SUBYEK DAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN
KESEPAKATAN BERSAMA DAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Subyek Kesepakatan Bersama
Pasal 8

(1) Kesepakatan Bersama dapat dibuat antara:

(1)

Rakyat dengan Unit Organisasi/Unit Kerja seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan.

Bagian Ketiga
Wewenang Penandatanganan
Pasal 10
Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Men-
teri atau pimpinan Unit Organisasi dengan men-
teri, pimpinan lembaga pemerintah nonkement-
erian, kepala daerah, perguruan tinggi/lembaga
pendidikan dan pelatihan, pimpinan Unit Organ-

a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dengan kementerian/lembaga pemer- isasi, dan/atau Pemerintah Daerah dengan keten- |
intah nonkementerian. tuan penandatangan merupakan:

b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma- a. Pimpinan dari kementerian/lembaga, Unit Or-
han Rakyat dengan perguruan tinggi/lembaga ganisasi kementerian/lembaga, pimpinan dari
pendidikan dan pelatihan; Pemerintah Daerah, dan Pihak Terkait; atau

c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma- b. Pejabat yang dapat bertanggung jawab penuh
han Rakyat dengan Pemerintah Daerah; dan -atas kesepakatan yang telah dibuat mewakili

d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma- kementerian/lembaga pemerintah nonkemen-

han Rakyat dengan Pihak Terkait. .

(2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Subyek Perjanjian Kerja Sama
Pasal ©

{1} Perjanjian Kerja Sama dapat dibuat antara:

{2}

(3)

terian, Unit Organisasi kementerian/ lembaga
pemerintah nonkementerian, Pemerintah Dae-
rah dan Pihak Terkait.
Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala
Badan atau Inspektur Jenderal sesuai dengan
kedudukan, tugas, dan fungsinya.
Dalam hal substansi Kesepakatan Bersama meli-
puti beberapa unit organisasi, kesepakatan ber-
sama dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jen-

a. Unit Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan deral.
Unit Orge;nisasi/Unit Kerja di kementerian/
lembaga pemerintah nonkementerian. Pasal 11
b. Unit Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pe- Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh
kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pimpinan Unit Organisasi/unit kerja, Pihak Terkait,
Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan dan  dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah dengan keten-
Pelatihan; tuan penandatangan merupakan: 1
¢. Unit Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pe-  a. Pimpinan dari Unit Organisasi/unit kerja di ke-
kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menterian/lembaga pemerintah nonkementerian,
Pemerintah Daerah; dan Pimpinan dari Pemerintah Daerah‘dan Pihak Pihak
d. Unit Organisasi/Unit Kerja di Kementerian Pe- Terkait;
kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan b. Pejabat yang dapat bertanggung jawab penuh

Pihak Terkait.

atas Perjanjian yang telah dibuat mewakili Unit
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(1)

(2)

{3)

(4)

(1)

____PENGUVUMAN/PERATURAI PEMERINTAH

Organisasi/unit kerja di kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah,
dan Pihak Terkait; atau

Pejabat  yang berwenang untuk mengeluarkan
keputusan yang berkaitan dengan pendanaan
dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama.

BAB IV
TATA CARA REMBENTUKAN KESEPAKATAN
BERSAMA ATAU PERJANJIAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Penyusunan Kesepakatan Bersama dan/atau
Perjanjian Kerja Sama

Pasal 12
Penyusunan Kesepakatan Bersama atau Per-
janjian Kerja Sama dilakukan oleh Pemrakarsa
berkoordinasi dengan bagian hukum/unit kerja
yang menangani bidang hukum pada Unit Organ-
isasi Pemrakarsa.
Dalam penyusunan Kesepakatan Bersama atau
Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud

' pada ayat (1), Pemrakarsa dapat membentuk tim

penyusunan Kesepakatan Bersama atau Pérjan-
jian Kerja sama yang anggotanya terdiri atas unit
organisasi pemrakarsa dan/atau unit organisasi
terkait. :

Penyusunan Kesepakatan Bersama atau Perjan-
jian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menghasilkan rancangan Kesepakatan Bersa-
ma atau Perjanjian Kerja Sama.

Dalam hal tertentu Kesepakatan Bersama dan/
atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimak-
sud pada ayat {1} dapat dikonsultasikan dengan
Biro Hukum.

Bagian Kedua
Pembahasan Kesepakatan Bersama atau
Perjanjian Kerja Sama
Pasal 13
Rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian
Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (3), dibahas oleh Biro Hukum dan/atau
bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang
hukum pada Unit Organisasi Pemrakarsa bersama
unit organisasi terkait untuk memperoleh masu-
kan terhadap rancangan kesepakatan.

(2} Hasil pembahasan rancangan kesepakatan ber-
sama atau perjanjian kerja sama sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan
Mitra Kerja Sama.

Pasal 14

Dalam hal Kesepakatan Bersama atau Perjan-
jian Kerja Sama merupakan usulan dari kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah lain, pembahasan di-
lakukan dengan melibatkan:
a. Pemrakarsa;
b. Unit Kerja terkait; dan/atau
¢. Biro Hukum.

Pasal 15

(1) Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja
Sama yang ditandatangani cleh Pimpinan Unit Or-
ganisasi dan Pimpinan Unit Kerja cukup dibahas
bersarma bagian hukum/unit kerja yang menan-
gani bidang hukum.

(2) Dalam hal tertentu Kesepakatan bersama dan/
atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan
Biro Hukum. '

Bagian Ketiga
Persetujuan Konsep Kesepakatan Bersama
atau Perjanjian Kerja Sama
; Pasal 16

{1} Rancangan Kesepakatan Bersama dan/atau Per-
janjian Kerja Sama yang sudah disepakati dalam
pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 sampai dengan Pasal 14, dibuat dalam bentuk
konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian
Kerja Sama pada lembar kendali.

(2) Konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjaniji-
an Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan oleh Pemrakarsa untuk mendapatkan
paraf persetujuan. _

(3) Paraf persetujuan pada lembar kendali seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2} memuat Paraf
persetujuan internal Kementerian,

{4) Paraf persetujuan internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} memuat:

a. Rancangan Kesepakatan Bersama dan/atau
Perjanjian Kerja Sama yang sudah disepakati
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(1

(@)

(3)

(4)

| (5)

dalam pembahasan;

b, Paraf persetujuan administrator pada Pemra-
karsa, bagian hukum/unit kerja yang menan-
gani bidang hukum, dan Biro Hukum yang
bertugas menyusun dan memeriksa Konsep
Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja
Sama; '

c. Paraf persetujuan pimpinan tinggi madya dan/
atau pimpinan tinggi pratama pada Unit Or-
ganisasi Pemrakarsa dan Unit Organisasi lain-
nya sesuai dengan Jenis -Kesepakatan Bersa-
ma atau Perjanjian Kerja Sama yang sedang
dibuat; dan :

d. Paraf persetujuan Menteri, pimpinan tinggi
madya, atau pimpinan tinggi pratama yang
akan menandatangani Kesepakatan Bersa-
ma atau Perjanjian Kerja Sama yang sedang
dibuat.

Bagian Keempat
Penandatanganan Kesepakatan Bersama atau
Perjanjian Kerja Sama
Pasal 17
Konsep Kesepakatan Bersama atau Perjanjian
Kerja Sama yang sudah mendapatkan paraf per-

. setujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

ayat {4) selanjutnya dibuat dalam bentuk rancan-
gan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja
Sama untuk ditetapkan.

Rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjan-
jian Kerja Sama yang akah ditandatangani dapat
dibubuhi paraf oleh pejabat yang berwenang dari
masing-masing pihak.

Penetapan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian
Kerja Sama dilakukan dengan penandatanganan
oleh Pejabat yang berwenang.

Setelah penandatanganan oleh pejabat yang ber-
wenang sebagaimana dimaksud pada ayat {2},
Penetapan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian
Kerja' Sama dilanjutkan dengan penomaran dan
pemberian cap dinas.

Naskah Kesepakatan Bersama  atau Perjan-
jlan Kerja Sama dibuat paling sedikit sebanyak
2 (dua) rangkap asli atau sesuai jumlah pihak
dalam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Ker-
ja Sama.

Pasal 18
Bentuk dan Bagan Alir Pembentukan Kese-

pakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama secara
rinci tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku .
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/
SE/M/2011 perihal Tata Cara Penyusunan Kesepaka-
tan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK {INDONESIA,
ttd.
M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1358
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